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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9
TAHUN 2026 TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN
DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-
LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 2CGOR

Menimbang

bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor
melakukan penyesucian nama Pejabat Penghubung,
Admin UPP (Uni* Peryelenggara Pelayanan) dan Staff
ASN Admin (PP sebagai Pengelola Pengaduan
Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupa‘en bugor;

bahw. sehubungan dengan adanya Keputusan
Sek »teris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor
422 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Pejabat Manajerial di  Lingkungan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Barat Tahun 2026, Anggota Tim selaku Pejabat
Penghubung sebelumnya telah dipindahkan, sehingga
tidak dapat melaksanakan tugasnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bogor tentang Perubahan Tim Koordinasi
Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat
(SPANLAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan

jdih.kpu.go.id/jabar/bogor
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Umum Kabupaten Bogor.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4899);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Ivegara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomer 112, Tambahan
Lembaran Negara Republi: Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahunu 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Ncgrro Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana ielah diubah dengan Undang-Undang
Nomor . 1chun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemzrintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Taiun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nonior 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
)denjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018
tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

jdih.kpu.go.id/jabar/bogor



10.

11.

-3

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020
tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi
Pengaduan Online Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara kepublik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) scbagaimana telah
beberapa kali diubah, terai-hir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum WNowmor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Siisunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat oucenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Koumisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretar;a: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita INegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
§26); ‘

ieputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211
Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan
Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan
Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi;

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Nomor 422 Tahun 2026  tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial
di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

MEMUTUSKAN:
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PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE
RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

Mengubah susunan keanggotaan Tim Pengelola SP4N-
LAPOR! sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Susunan keanggotaan Tim Pengelolaan Pengaduan Dan
Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Fclayanan Publik
Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Ouline Rakyat (Sp4n-
Lapor!) Di Lingkungan Komisi Penulihan Umum Kabupaten
Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari kepuiusan ini.

Dengan ditetapkannya kepatusan ini, maka ketentuan mengenai
susunan keanggotcar: sebelumnya dinyatakan tidak berlaku
sepanjang terkait dengan perubahan yang dimaksud.

Keputusan ini uruiai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Cibinong

pada tanggal 04 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

Salinan sesuai dengan ashiiya ttd,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOGOR

KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS MUHAMMAD ADI KURNIA
PEWELENGGAM PEMILU DAN HUKUM
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EMILIA-KURNIASARI, SE
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR
25 TAHUN 2026 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR NOMOR 9
TAHUN 2026 TENTANG TIM

KOORDINASI PENGELOLAAN
PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN

PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN
ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOGOR.

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETU AN SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN
ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!\ LI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BCGOR

l
KEDUDUKAN
NO NAMA JABATAN DALAM TIM
1. | Muhammad Adi Kurnia A K};lf)g‘f‘?b;lpaten Pengarah
; Angeota KPU Pengarah
2 | Ads Sputrg Kabupaten Bogor &
_‘ ‘ ) Anggota Tim
3. | Hangga Pramaditya l Pelrstaris KPU selaku Pejabat
Kabupaten Bogor Penghubung
Kasubbag Teknis :
4. | Emilia Kurniasari Penyelenggaraan A UFE
Pemilu dan Hukum
Staff Subbagian .
Teknis Admin UPP
5. | Abilowo Pratama
Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya KABUPATEN BOGOR,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOGOR

KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS ttd,
PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM

MUHAMMAD ADI KURNIA
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